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ABSTRAK : - bahwa untuk simplifikasi tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan 

pajak, termasuk surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak di bidang pajak bumi 
dan bangunan yang diatur dalam beberapa peraturan di bidang perpajakan, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. 
 

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.6 Tahun 1983 (LN tahun 1983 No.49, TLN 
No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg UU No.7 Tahun 2021 
(LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.12 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 
No.68, TLN Np.3312) sebagaimana telah diubah dg UU No.12 Tahun 1994 (LN Tahun 
1994 No.62, TLN No.3596), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN 
No.4916), UU No.10 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.240, TLN No.6571), PP No.50 
Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 226, TLN No.6834), Perpres No. 57 Tahun 2020 
(LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 
No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 
2022 No.954). 

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan untuk jenis pajak: a. Pajak 
Penghasilan; b. Pajak Pertambahan Nilai; c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah; d. 
Bea Meterai; e. Pajak Penjualan; dan f. Pajak Karbon. Surat Ketetapan Pajak Nihil dan 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk jenis pajak: a. Pajak 
Penghasilan; b. Pajak Pertambahan Nilai; c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah; d. 
Pajak Bumi dan Bangunan; e. Bea Meterai; f. Pajak Penjualan; dan g. Pajak Karbon. 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan diterbitkan untuk jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2023 dan diundangkan 

pada tanggal 24 Agustus 2023 
- Batang Tubuh (Hal 1–21); Lampiran (Hal. 22-36) 

 


